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ABSTRAK
PENGGABUNGAI\i PEMERIKSAAIT{ GUGATAN GAIITI
KERUGIAN DENGAI{ PERKARA PIDAI\IAMEI\II]RUT
KITAB I]I\IDAI\iG-IJIIDAI\G IIUKUM ACARA PIDANA

OLEH
RINALDI

Penggabungan pemeriksaan dan putusan ganti kerugian dengan perkara
pidana sekaligus, sesuai dengan "asas keseimbangan" yang digariskan KUHAP,
tidak hanya mementingkan perlindrmgan hak dan martabat terdakwa saj4 tetapi
j,,ga memberikan kepada kepentingan orang laiq dalam hal ini
kepentingan omng yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh tindak
pidana yang dilakukan terdakwa-

Untuk mengetahui dan menjelaskan gugatan ganti kerugian yang
bagaimanakah yang dapat digabungkan dengan perkara pidana dan juga untuk
mengetahui dan memahami kapan batas waktu mengajukan penggabungan
gugatan ganti kerugian dengan perkara pidena.

Berdasarkan basil penelitian dipahami gugatan ganti kerugian dapat
digabungf,an dengan perkara pidana hanyalah gugatan atas ganti rugi secara
materiil timbul sebagai akibat dari perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam
perkara pidana yang bersangkutan.

Batas wakhr mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan
pemeriks:Bn perkara pidana adalah: (a) jika perkara pidananya diperiksa dengan
.Eara pemeriksaan biasa, maka gugatan hanya dapat diajukan selambat-lambatnya
sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana" O) jiak perkara pidananya
diperiksa dengan acara pemeriksaan cepa! maka gugatan ganti rugi dapat
diajukan selambatJambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya.

Kata kunci: Penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana.

vtll



DAX'TARISI

Ilalaman

TIALAMAN JI,JDI,]L................

PERSETUruANPEMBIMBING

PENDAFTARAN UJIAN SKR]PSI...................

PERNYTAAN KEASLIAN...........

KATAPENGANTAR

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBATIAN

ABSTRAK

DAFTARISI...

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Iatar Belakang

B. Permasalahan

C. Ruang Lingkup dan Tujuan.. . ...

D. Kerangka Konseptual

E. Metode Penelitian.. . ..,. .. .. . ..

F. Sistematika Penulisan................

BAB. U. TINJAUANPUSTAKA

A. Proses Penyelesaian Perkara Pidaoa. .. ... ... . . . .

B. Kerugian Yang Timbul Akibat Perbuatan Pidatra..............

1. Pengertian Kerugian

2. lvlacam Kerugian

l1

l[

lv

vll

vllt

lx

I

6

6

7

8

10

1t

20

20

2t

lx



3. Bentuk Dan Besamya Ganti Rugi 24

C. Kemungkinan Untuk Menrmhrt Ganti Kerugian

Yang Diatur Drlem KLJIIAP......... 26

BAB. M. PEMBAHASAN

A. Gugatan Gmti K€rugian Yang Dapat

Digabungkan Dengan Pe*ara Pidana..

B. Batas Waktu Me,ngajukan Penggabungan Gugatan Ganti

Kerugian Dengan Pemeriksaan Perkara Pidana.................

BAB. TV. PENUTT]P

A. Kesimpulm A

B. Saran-sran. 53

DAF-TARPIISTAKA

LAMPIRAN-I-AMPIRAN

3l

37

x



BAB. I

PEND.AHT]LUAN

A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pi.tana dikenal adanya antara hukum

pidana substantiflmateriel dan hukum pidana ejektiflformiel. Mengenai hukum

pidana substantiflmateriel ini dikemukakan oleh Mustafa AMutlah dan Ruben

Achmad sebagai berikut:

Ditinjau dari satu segi, hukum pidana substantiflmeteriel dapat disebut
hukum delik. Kata delik asalnya dari bahasa latin "delictum" yang artinya
'failen' (Belanda) atau gagal karena kesalahan" dan memang ketentuan
hukum itu berupa perumusan sikap tindak yang salah (karena gagal
mematuhi/melaksanakan yang baik atau benar). Dari segi lain hukum pidana
substantiflmateriel ini dapat dirnggap sebagai hukum "sanctie". Sanctie

@elanda) berasal dari kata *sanctum" yang arti asalnya ialah "bevestigen
bebachtging!' @elanda) atau penegasan yang dapat bersifat positif dalam
bentuk Gdiah atau anugeratr atau bersifat negatif dan berulra hukuman.l

Berdasarkan ungkapan di atas, maka hukum pidana dinrmuskan sebagai

"hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana". 2

. Sedangkan Andi llamzah mengemukakan tentang hukum pidana

substantif/meteriel itu sebagai berikuf "Hukum pidana materiel itu berisi

petunjuk dan uraian tentang delik peraturan, tentang syarat-syarat dapat

dipidananya suatu perbuatar! petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan

tMusafa AMutlah dan Ruben Achma4
Jakarra 1983, hlm. 9

2tbid

Imisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia,
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aturan-aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana

itu dapat dij ahrhkan". 3

Kemudian mengenai hukurn pidana fomril menurut Andi Hamzah adalah:

*Mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk

memidana dan menjatr.rhkan pidana iadi berisi acara pidana".a

Sebelum berlakunya Kitab Undang-undang Hukrun Acara Pidana yang

dikenal dengan singkatan KUIIAP, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum

acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah Herziene Inlandsch

Reglement (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 yang dalam bahasa Indonesia

dikenal dengan nama Reglement lndonesia yang diperbaharui (RIB). Dengan

keluamya Undang-undang Nomor I Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana

yang disahkan dan diundangkan pada Tanggal 31 Desember 1981 yang lebih

dikenal dengan sebutana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

maka sejak saat itu yang menjadi dasar hukum acara pidana dalam lingkungan

peradilan umum adalah KUHAP tersebu! khususnya untuk perkam-perkara

pidana.

Dengan berlakunya KIIHAP ini diharapkan dapat lebih menjamin

perlindungan hukum baik mengenai hak tersangka atau terdakwa yang terlibat

dalam perkara pidana maupun terhadap korban dari tindak pidana itu sendiri agar

lebih menjamin harkat dan martabat manusia dalam mempertahankan dan

melindungi hak-hak asasinya sebagai warga negara yang hidup dalam negara yang

berdasarkan atas hukum.

'nndi ltamzat, Penganlfi Hukum Acara Pidona Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,

1995, hlr. 5
ltbid
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Dalam konsideran KUHAP itu sendiri pada butir C jelas dinyatakan

sebagai berikut:

Bahwa pembangrinan hukum nasional yang demikian di lidang hukum
acara pidana adalah agar masyarakat mengftayatt hak dan kewajibannya dan
untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai

dengan firngsi dan wewenang ma.ing-masing kearah tegaknya hukum,
keadilan dan perlindrmgan terhadap harkat dan martabat manusi4 ketertiban
serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan
Undang-undang Dasar 1945.

Dari bunyi konsideran butir C KLJHAP tersebut di atas, tampak bahwa

disamping masyarakat diharapkan untuk menghayati hak dan kewajibannya,

KIJIIAP juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap harkat dan

martabat manusia

Dalam suatu tindak pidana pasti minimal ada dua pihak yang terlibat yaitu

pelaku tindak pidana dan korban dari tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini

KUIIAP bennaksud untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan

martabat baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana itu

sendiri.

Perlindungan terhadap harkat dan martabat pelaku tindak pidana tercermin

dengan adanya asas praduga tak bersalah, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 8

ayat (l) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang berbunyi sebagai berikut: "setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan,

dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersdah

sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah

memperoleh kekuatan hukum tetap". artinya seseorang belum dianggap bersalah
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sebelum ada putusan hakim/pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yarg

menyatakan orang tersebut bersalah.

Kalau pelaku tindak pidana saja diupayakan untuk dilindrmgi harkat dan

martabatnya" apalagi korban dari tindak pidana tentunya sudah sepatuhya dan

selayaknya untuk dilindungi pula harkat dan martabatnya. Bahkan dalam hal ini

KUFIAP memberikan perlindungan pula terhadap kerugian materil yang mungkin

diderita oleh korban tindak pidana akibat dari suatu tindak pidana

Dalam suatu kejadian tindak pidana, tidak menutup kemungkinan bahwa

korbanya selain menderita fisik seperti caca! luka atau bahkan dapat hilangnya

nyawq juga "kan menderita kerugian berupa harta benda atau uang yang

difibatkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini KUI{AP

membrikan perlinduogan bagi korban tindak pidana yang menderita kerugian

tersebut dalam upaya untuk menuntut ganti rugi.

Ganti kerugian yang dimaksud pada gabungan perkara gugatan ganti

kerugian, bukan tuntutan kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntuttan,

atau perdilan yang tidak berdasar r.ndang-undang. Akan tetapi merupakan

tuntutan ganti kerugian:

o yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri
. tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana ditujukan kepada

"si pelaku tindak pidana" yaitu kepada terdakw4 dan
. tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa digabungkan dan

diperiksa serta diputus sekaligus bersama dengan pemeriksaan dan putusan

perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.)

fu. Yahya Harabap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan
Sifurg Pengadila4 Banding, Kasasi dan Peninjauan KemDalr, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hlm.
75



5

Pasal 98 ayat (1) menyatakan, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar

dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri, telah

menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim atau pengadilan atas permintaan

orang yang dirugikan dapat menetapkan 'Lrntuk menggabungkan" perkara gugatan

ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksa.

Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugata[ ganti kerugian dengan

perkara pidana sekaligus, sesuai dengan "asas keseimbangan" yang digariskan

KUHAP, tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat terdakwa

saja tetapi juga memberi perlindungan kepada kepentingar orang lairudalam hal

ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh tindak

pidana yang dilakukan terdakwa.

Maksud dan tujuan penggabungan perkara gugatan ganti kemgian dengan

perneriksaan perkara pidana yang diatur dalam Bab KII menurut penjelasan Pasal

98 ayat (l) KUHAP: "Supaya perkara gugatan Grsebut pada suatu ketika yang

sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang

bersangkutan". Akar tetapi, tanpa mengurangi maksud yang terkandung dalam

penjelasan Pasal 98 ayat (l) tujuan yang paling utama penggabungan antara lain:

r Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti

kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai mal<na yang terkandung
dalam asas peradilan yang sederhana, cepa! dan biaya ringan

. Agar sesegera mungkin orang yang dirugikan mendapat ganti kerugian
tanpa melalui pros€s gugatan perdata biasaserta tidak diharuskan lebih
dahulu menunggu putusan pidana baru mengajnkan gugatan ganti kerugian
melalui gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian penggabrmgan
gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan
orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti

kerugian.6

6tbid,blm.l6
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Proses penggabungan merupakan sistem baru dalam kehidupan peradilan

di Indonesia. Sebelum KUHAP, kita hanya mengenal sistem pemeriks,an yang

terpisah secara mutlak antara perkara pirlana dengan perdata. Pernisahan yang

mutlak ini berdasarkan alam pikiran yang sempit dengan lasan perkara pidana

adalah urusan yang menyangkut "kepentingan umum", sedangkan tuntutan ganti

kerugian yang diderita oleh orang yang diakibatkan tindak pidana menyangkut

kepentingan perseorurgan. Karena itu arti penderitaan yang dialami perorangan

tidak perlu diperhatikan, dibandingkan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan

mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dtuangkan ke

dalam bentuk skripsi dengan judul: "PENGGABIJNGAN PEMERIKSAAN

GUGATAN GANTI KERUGIAN DENGAN PERKARA PIDANA MENURUT

KITAB UNDANG.IJNDANG HUKUM ACARA PIDANA".

B. Permasalahan

1. Gugatan ganti kerugian yang bagaimanakah yang dapat digabungkan

dengan perkara pi.lana ?

2. Kapan batas waktu mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian

dengan pemeriksaan perkara pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran

t€dndap penggabungan pemeriksaan gugatan ganti kerugian dengan perkara
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pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum cara Pidan4 tanpa menutup

kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan gugatan ganti kerugian yang

bagaimanakah yang dapat digabungkan dengan perkara pidana.

2. Untuk mengetahui dan memahami kapan batas waktu mengajukan

penggabungan guganat ganti kerugian dengan perkara pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang dan diharapkan bennanfaat sebagai tambahan informasi bagi ihnu

pengetahuan, khususnya hukum acara pidana sekaligus merupakan sumbangan

pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan

yang memuat istilah-istilatL batasan-batasan serta pembahasan yang akan

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini

"kan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istlah yang berkaitan dengan

jrdul skripsi ini sebagai berikut:

t. Ganti Kerugian adalah: hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas

tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditaqkap,

ditaha& dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-
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undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang

diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal I

aryka22 KUHAP).

2. Perkara Pidana adalah: Praktek pengadilan negeri menunjukkan bahwa si

penerima berkas-berkas perkara dari pihak jaksa, yang umumnya dikirm

langsung ke panitera kemudian dicatat dalam suatu daftar (regrser)

perkara-perkara pidana dan seterusnya diserahkan kepada ketua

pengadilan dan baru oleh ketua berkas-berkas perkam itu dibagikan.T

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujrran yang bemnksud menelusuri prinsip-prinsip hukurn

t€rutama yang bersangkut paut dengan penggabungan pemeriksaan gugatan ganti

kerugian dengan perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana maka jenis penelitiannya adalah penelitian hriamr normatif yang bersifat

&sbiptd(menggabungkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

l. Teknik pengumupulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian

kepustakaan (/ibrary research) dengan cara mengkaji:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat

seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan sernua ketentuan

peraturan yang berlaku,

'reZpp=gUase!.C, jA diakses hggal 2? Desember 2018
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b. Bahatr hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotes4

psndapat para ahli maupun peneliti terdahuh:, yang sejalan dengan

pemasalahan dalam skripsi ini,

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan

hukum primer d2a lahan hukum sekunder s€perti kamus bahas4

ensiklopediq dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah dafa terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data

yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebu! penulis melakukan kegiatan

editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapaq kejelasan dan kebenarannya, sghingga terhindar dari

kekurangan dan kesalahan,

Analisa data

Analisa data dilatokan xcara fualitatd yang dipergunakan untuk

mengkaji aspek-aspek rnrmatd atau yuridis melalui metode yang bersifat

desbiptif analitis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh

dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan

yang benifat umum.8

3.

4.

h_129
bambang Sunggono, Metode Penelitian llzlzz, Raja Grafindo Persad4 Jakart4 1997,
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F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusuum skripsi Faultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan

tersusun dalarn 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, Berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan,

ruang lingkup dan tuj',an, kerangka konseptual, metode penelitian,

sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustakq memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan

mengenai penyelesaian perkara pidana kerugian yang timbul akibat

perbuatan pidan4 kemungkinan untuk menuntut ganti kerugian yang

diahu dalam KUHAP.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secaxa

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang

diteliti mengenai gugatan ganti kerugian yang dapat digabungkan

dengan perkara pidana, dan juga mengenai batas waktu mengajukan

penggabungan ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana.

Bab. ry. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi

ini yang diformat dalam kesimpulan dan sara-saran.
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